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ABSTRAK 
TRIANDY ANUGRAH H. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan 
No. 819/Pid.B/2015/PN Makassar) (dibimbing oleh M. Said Karim dan 
Amir Ilyas) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan 
hukum pidana dalam putusan No. 819/Pid.B/2015/PN Makassar telah 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun 
secara materil dan untuk mngetahui bagaimana pertimbangan hakim 
dalam memutuskan perkara No. 819/Pid.B/2015/PN Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, yang bersifat 
deskriftif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview) dan 
dokumentasi dalam hal ini adalah studi kepustakaan. Pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan pengumpulan 
data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana dalam 
perkara nomor 819/Pid.B/2015/PN Makassar telah sesuai dengan kaidah 
hukum yang berlaku baik secara formil maupun secara materil. Melihat 
dari tahap-tahap persidangan dan proses berlangsungnya persidangan 
semuanya telah sesuai dengan hukum formil sebagaimana yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara 
materil, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang 
terkandung dalam tindak pidana penganiayaan terlebih dahulu (2) Adapun 
pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan norma hukum dan 
doktrin yang penulis paparkan, yakni memutuskan terdakwa dengan 
hukuman 10 bulan penjara, dimana pasal yang didakwakan kepada 
terdakwa Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengatur pidana penjara 
maksimum yang terdapat dalam pasal tersebut yakni pidana penjara 5 
tahun. 
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ABSTRACT 
TRIANDY ANUGRAH H. Juridical Overview Towards Crime of 
Persecution Resulting Serious Injuries (Study Case Decision No. 
819/Pid.B/2015/PN Makassar). Supervised by M. Said Karim and Amir 
Ilyas) 
This research is aimed to understand whether the application of 
criminal law within decision No. 819/Pid.B/2015/PN Makassar has been 
complied with the formal and material legal provisions and to understand 
the judge consideration in deciding the case No. 819/Pid.B/2015/PN 
Makassar. 
The research conducted descriptively in Makassar. The data 
consist of primary and secondary data. The methods used to collect the 
data were interview and literature study through relevant documents. The 
data were being analyzed qualitatively. 
The research took place in Makassar District Court. The results 
show that: (1) The application of criminal law in the case no. 
819/Pid.B/2015/PN Makassar has complied with formal and material legal 
provisions. Considering the procedure and the process of trial were 
suitable with the law of criminal procedure (KUHAP). Substantively, 
defendant has fulfilled all the elements contained in the criminal acts of 
persecution in advance (2) Whereas the judge consideration has also 
complied with the legal norms and doctrines by sentencing the defendant 
with 10 months of imprisonment based on the indictment in article 351 (2) 
KUHP regulating the maximum punishment up to 5 years imprisonment. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen 
yaitu Pasal 1 ayat (3): “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas 
nama hukum (rechtstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(machstaat). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare 
state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-
tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat 
Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia”. 
Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan 
dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum“, mengandung arti, 
bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa 
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam 
masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama 
dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
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Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia 
selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari 
masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik 
secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau 
terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti 
adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini 
menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. 
Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan 
terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan 
pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena 
yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan 
penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan 
fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota 
tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik 
seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan 
juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban 
seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban 
penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. 
Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru 
dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-
mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat 
umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa 
saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. 
3 
Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, 
tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga 
terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan 
kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan 
kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah 
tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan 
lainnya. 
Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang 
sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan 
beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan 
dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya 
direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak 
sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau 
pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan 
secara tidak sengaja. 
Di Kota Makassar terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 18 
Maret 2015 yaitu seorang laki-laki bernama Syarifuddin Dg. Lawa, 
berusia 29 tahun yang bertempat tinggal di Pos Keamanan Stadion 
Mattoanging Jl. Cendrawasih Kota Makassar, yang dituduh melakukan 
penganiayaan kepada seorang korban bernama Ilham Baso, sehingga 
mengalami luka berat. Kemudian disidik polisi pada tanggal 19 Maret 
2015 dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar pada 
tanggal 2 Juli 2015 setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh 
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penyidik kepada kejaksaan. (Sumber BAP Putusan 
No.819/Pid.B/2015/PN Makassar) 
Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa 
terdakwa Syarifuddin Dg. Lawa telah terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana penganiayaan kepada korban Ilham Baso, dan 
karenanya dihukum penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan. 
Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 351 ayat 
(2) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan 
hukuman penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan. 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, 
mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih 
judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 
(Studi Kasus Putusan No.819/Pid.B/2015/PN Makassar)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berangkat dari uraian latar belakang masalah, dapat diajukan 
dua rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam 
Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/PN Makassar tentang tindak 
pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada orang 
lain? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan 
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dalam perkara Nomor: 819/Pid.b/2015/PN Makassar tentang tindak 
pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
kasus Putusan Nomor 819/Pid.B/2015/PN Makassar tentang 
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 
pada orang lain. 
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor 819/Pid.B/2015/PN 
Makassar tentang tindak pidana penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat pada orang lain. 
2. Kegunaan Penulisan 
Mengenai kegunaan penulisan ini, penulis dapat mengungkapkan 
sebagai berikut : 
a. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai infomasi bagi 
kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk 
mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai 
proses hukum yang penulis kupas. 
b. Hasil penulisan ini diharapkan mampu berguna sebagai bahan 
informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-
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saran yang berguna bagi penyelesaian hukum tindak pidana 
penganiayaan. 
c. Hasil penulisan ini, khususnya pribadi penulis selama 
mengerjakannya berguna sebagai proses pengalaman berharga 
dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang telah 
di peroleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan 
ini berguna sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya 
dapat digunakan dalam mengkaji lebih lanjut tentang hukum 
pidana. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam berbagai literatur tidak ada penjelasan resmi 
mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana (delik). Oleh 
karena itu para ahli hukum berusaha utuk memberikan arti dan 
istilah sesuai dengan penafsirannya masing-masing. 
Tindak pidana (delik) dalam hukum pidana yang merupakan 
salah satu terjemahan dari istilah “strafbaar feit” dalam bahasa 
Belanda. Istilah strafbaar feit diterjemahkan secara berbeda-beda 
oleh beberapa sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, 
perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum serta beberapa 
istilah lain. 
Menurut Pompe (Bambang Poernomo; 1982 :91) membagi 
atas dua pengertian tindak pidana yaitu: 
a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian 
“strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum. 
 
Selanjutnya menurut J.E Jonkers (Adami Chazawi; 2002: 
75) yang merumuskan tindak pidana sebagai peristiwa pidana 
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adalah perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 231) 
menyatakan bahwa hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk 
digunakan ialah delik “delik” yang berasal dari bahasa latin 
delictum atau delicta, karena : 
a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia 
mengenalnya; 
b. Bersifat ekonomis karena singkat; 
c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa 
pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan 
yang dipidana, akan tetapi perbuatannya); 
d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak 
dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia. 
 
 Hukuman dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah 
‘pidana’. Istilah ini dipergunakan untuk menerjemahkan kata 
straf yang memiliki pengertian ‘hukuman’ dalam bahasa 
indonesia. Penggantian terjemahan istilah straf dengan pidana 
menurut Muljatno adalah untuk menghindari terjadinya 
terjemahan stafrecht menjadi ‘Hukum Hukuman’. Demikian pula 
kata ‘dihukum’ berarti ‘diterapi hukum’. Hal ini dapat terjadi 
dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana, 
sehingga istilah ‘penerapan hukum’ dapat diartikan dengan 
penerapan hukum perdata, demikian pula dengan penerapan 
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hukum pidana. Jadi istilah ‘hukuman’ lebih luas dari pada istilah 
pidana. (Muladi dan Barda Nawawi, 1992: 1)  
Pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi,(1992: 4) 
adalah: 
a. Pidana itu pada hakikatnya adalah penjatuhan penderitaan 
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan ; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau baan 
yang memiliki kekuasaan; 
c. Pidana itu dikenakan pada oarang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang. 
Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi 
pidana adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta 
benda, kehormatan badan bahkan nyawa seseorang. Sanksi 
pidana dikatakan sebagai sanksi yang mengandung ‘tragik’ 
(tragis), sehingga pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri, 
atau sebagai ‘pedang bermata dua’. Maknanya, hukum pidana 
selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan 
terhadap pelanggar.  
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli Hukum Pidana 
di atas, maka dapat di simpulkan bahwa tindak pidana adalah 
suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat 
dipertanggungjawabkan, yang mana perbuatan tersebut 
melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-
undang dan diberi sanksi pidana. Kata kunci untuk 
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membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan 
adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau 
tidak. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Kata strafbaar feit  berasal dari bahasa Belanda terdiri 
atas kata straftbaar berarti dapat dihukum, dan kata feit berarti 
sebagian dari suatu kenyataan atau “een gedeelte van de 
werklijkeheid”. Jadi sratftbaar feit dapat dimaknai dengan 
sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Meski 
demikian, sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum 
tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum (P.A.F 
Lamintang, 1984: 172). 
Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah “pidana” 
dengan istilah ‘hukuman”, kadang-kadang digunakan untuk 
pergantian kata “straft”, tetapi menurutnya istilah “pidana” lebih 
baik daripada “hukuman”. Sementara Muladi dan Barda 
Nawawi, istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan 
konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-
ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang 
cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam 
bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang 
pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu 
pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada 
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pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 
menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. 
Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya 
dari dua sudut pandang, yakni ( Adami Chazawi, 2002: 79) : 
a. Dari sudut pandang teoritis. 
Terotis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
b. Dari sudut pandang Undang-undang. 
Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana 
itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada. 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur 
tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan). 
Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), 
tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni : 
a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia) 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari batasan yang dibuat J.E Jonkers penganut paham 
monistis (Adami Chazawi, 2002: 81) dapat dirinci unsur-unsur 
tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-
beda, namum pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak 
memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya denga 
unsur-unsur mengenai diri orangnya. 
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Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, 
sedangkan dalam buku III KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 
unsur tindak pidana, (Adami Chazawi, 2002: 82) yaitu : 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konsittutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan unsur memperingati pidana. 
 
Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : 
1) Merupakan perbuatan manusia; 
2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); 
dan 
3) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku 
(syarat materil). 
Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas 
dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat 
dikategorikan tindak pidana apabila telah diatur dalam aturan 
hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum 
diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari 
aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk 
aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan 
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tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 
unsur subjektif dan objektif. 
Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang 
dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, 
penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau 
kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini 
meliputi: 
a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam 
pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan 
kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 
KUHP). 
b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam 
perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan 
menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. 
c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam 
percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP) 
d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian 
(Pasal 362 KUHP), pemerassan (Pasal 368 KUHP), 
penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain. 
e. Dengan rencana lebih dulu (met voorbedechte rade), dimana 
hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 
KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), 
membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP). 
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Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, 
kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, 
surat atau akta, dan barang. Unsur objektif adalah unsur yang 
terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi: 
a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), 
misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 
351 KUHP). 
b. Akibat yang menjadi mutlak dari delik. Hal ini terjadi dalam 
delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil, 
misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan 
(Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. 
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-
undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, 
meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam 
perumusan. 
Unsur unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi 
kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup 
perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. 
3. PertanggungJawaban Pidana 
Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi 
dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, 
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sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, 
pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan 
bertambahnya kejahatan yang melanggar nili-nilai maupun 
norma-norma yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat 
sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai 
perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana 
merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan 
kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas 
kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada 
umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan 
kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif 
(pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk 
penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat 
atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk 
menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana 
suatu ketika merupakan penjaminan yang utama/terbaik dan 
suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari 
kebebasan manusia. 
Dalam hukum pidana islam ada dikenal dengan nama 
Jarimah. Jarimah (tindak pidana) dalam islam diartikan yaitu 
larangan-larangan Syara’ yang diancam oleh Allah dengan 
16 
hukum Had (hukuman yang sudah ada nashnya) atau Ta’zir 
(hukuman yang tidak ada nashnya). 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut 
juga dengan teorekenbaarhed atau criminal responsibility yang 
menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk 
menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 
dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi 
atau tidak. 
Untuk dapat dipidananya suatu pelaku, diisyaratkan 
bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-
unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari 
sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 
dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada 
alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk 
pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah 
merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu 
dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan 
sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal 
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apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai 
kesalahan. 
Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban 
pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga 
syarat yaitu: 
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung 
jawabkan dari si pembuat. 
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis 
si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : 
Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si 
pembuat. 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan 
yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal 
(intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang 
diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk 
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 
buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan 
(volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya 
dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana 
yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi 
dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu 
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menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 
buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau 
melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan 
unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan 
unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk 
dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka 
unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam 
selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal 
bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada 
tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin 
jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan 
pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa 
sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih 
meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung 
jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana 
tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak 
ada kesalahan. 
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab 
ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:  
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“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna 
akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.” 
 
Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal 
lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih 
muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila 
hakim kan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya 
harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai 
berikut : 
a. Syarat Psychiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang 
sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan 
kegilaan (idiote) yang mungkin ada sejak kelahiran atau 
karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus 
menerus. 
b. Syarat Psichologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu 
si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu 
gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, 
dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak 
dapat dikenai hukuman. 
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban pidana, 
seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana 
harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang 
20 
merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat 
melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis 
(jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat 
berupa “kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). 
Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur 
kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena 
biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. 
 
B. Pidana dan pemidanaan 
1. Pengertian pidana 
Pidana diterjemahkan dari bahasa Belanda “straf”, yang 
berarti hukuman. Istilah ‘pidana’ lebih tepat daripada istilah 
‘hukuman’ karena hukum sudah lazim sebagai terjemahan dari 
“recht”. 
Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau 
beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 
perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. 
Pidana adalah masalah pokok dalam hukum pidana, secara 
sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan 
hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan 
kepada pelakunya. 
21 
Menurut Mezger (Sudarto, 1974:6) pengertian hukum pidana yaitu: 
“Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan 
tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang 
berupa pidana” 
 
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 
pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. 
Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan 
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan 
sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana hal 
ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto (M. Sholehuddin,2003 : 
42) bahwa : 
Pemberian pidana in abstracto adalah menetapkan stelsel sanksi 
hukum pidana yang menyangkut pembentukan undang-undang. 
Sedangkan pemberian pidana in concerto menyangkut berbagai 
badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel 
sanksi hukum pidana. 
 
Menurut satochid  Kartanegara (Bambang Waluyo, 2000 : 6) 
bahwa hukum pidana materil berisi : 
a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman misalnya : 
1) Mengambil barang orang lain 
2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain 
b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain 
mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana 
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c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang. 
Seseorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas 
terhadap hukum pidana, misalnya Moeljatno (Bambang Waluyo, 
2000 : 7) : 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barang yang melanggar larangan 
tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang 
telah melangar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana pidana 
itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar 
Apabila kita telah maka rumusan pada angka tiga diatas 
menunjukkan pada pengertian hukum pidana formal, atau lazim 
disebut hukum acara pidana. Pada umumnya hukum pidana materil 
diatur dalam KUHP dan hukum pidana formil diatur dalam KUHAP 
2. Teori-teori Tujuan Pemidanaan 
Seiring waktu, teori tentang tujuan pidana memang semakin 
hari semakin menuju arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih 
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rasional. Sistem pidana menunjukkan tujuan untuk memuaskan 
pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri, maupun pihak yang 
dirugikan atau menjadi korban kejahatan. 
Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan 
menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan 
dan mempertimbangkan benar tentang manfaat yang akan dicapai 
dari penjatuhan pidana baik terdakwa maupun masyarakat dan 
negara. Dalam keadaan demikian teori hukum pidana dapat 
membantunya. 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan 
ini namun yang banyak itu dapat dikelompokkan dalam 3 golongan 
besar (Adami Chazawi, 2001: 153) yaitu: 
a. Teori absolute atau teori pembalasan (Vergeldingstheorien) 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah 
dasar yang benar dari penjatuhan  penderitaan berupa pidana 
itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah 
karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan 
pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, 
masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu 
ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang 
dilakukan. 
Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan 
pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan 
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penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak, 
harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Menjatuhkan pidana 
tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu yang praktis, tetapi 
bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana 
mempunyai 2 arah yaitu: 
1) Dijatuhkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari 
pembalasan). 
2) Ditunjukkan untuk mmenuhi kepuasan dari perasaan 
dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif pembalasan) 
Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan 
tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, 
ialah: 
a. Pertimbangan dari sudut ketuhanan 
Pandangan dari sudut ketuhanan dianut oleh Thomas van 
Aquino, Sthal, dan Rambonet 
b. Pandangan dari sudut etika 
Pandangan ini dianut oleh Emmanuel Kant 
c. Pandangan alam pikiran dialekta 
Pandangan ini berasal dari Hogel 
d. Pandangan aesthica 
Berasal dari Herbart 
e. Pandangan Heymans 
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f. Pandangan dari Kranenburg yang didasarkan pada asas 
keseimbangan. 
b. Teori relative atau teori tujuan (Doel theorien) 
Teori relative berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tertib mayarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyrakat tetap 
terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, 
maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu 
(noodzakelijk). Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat 
tadi maka pidana mempunyai 3 macam sifat, yaitu : 
1) Bersifat menakut–nakuti (afschrikking) 
2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 
3) Bersifat membinasakan (onschadelijk maken) 
Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 
macam, yaitu : 
a) Pencegahan Umum (general preventive) 
Penganut teori ini adalah Seneca yang berpandangan 
bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk 
melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas 
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dengan eksekusinya dilakukan dimuka umum, agar semua 
orang mengetahuinya. 
 
b) Pencegahan khusus (special preventive) 
Teori pencegahan khusus lebih maju jika dibandingkan 
dengan teori pencegahan umum. Pembela teori ini adalah 
Van Hammel, menurut teori ini tujuan pidana adalah 
mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia 
tidak mengulangi melakukan kejahatan, dan mencegah 
orang yang berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu 
ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai 
dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya 3 macam, 
yaitu : 
i. Menakut-nakuti 
ii. Memperbaiki 
iii. Membuatnya menjadi tidak berdaya 
c. Teori Gabungan (verenigings theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain 
dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana 
3. Jenis-jenis pidana 
KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci 
jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 
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KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua 
kelompok, antara pidana pokok dengn pidana tambahan. 
 
Pidana pokok terdiri dari lima jenis pidana, yaitu: 
a. Pidana Mati 
b. Pidana Penjara 
c. Kurungan 
d. Denda 
e. Pidana Tutupan 
Pidana tambahan terdiri atas: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan hak-hak tertentu 
c. Pengumuman putusan hak 
 
C. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 
Istilah penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berarti 
penyiksaan atau perbuatan menyiksa / menganiaya. Dalam konteks 
hukum diuraikan dalam rancangan “wetboek van strafrecht” 
Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “lichamelijk 
leed”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan 
“mishandeling” tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan 
diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa 
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kita “mishandeling” ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan” 
(Wirdjono Prodjodikoro, 1986 : 51). 
Dengan demikian dalam pengertian penganiayaan 
terkandung 4 unsur yaitu : Dengan sengaja, rasa sakit, luka dan 
pada orang lain. 
Akibat dari suatu perbuatan penganiayaan dapat menimbulkan luka 
baik luka ringan, sedang maupun luka berat. Pengertian luka berat 
dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu : 
a. Penyakit atau perlukaan yang tidak memberi harapan akan 
sembuh sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut ; 
b. Untuk selamanya tidak cakap menjalankan jabatan atau 
pekerjaan; 
c. Kehilangan salah satu panca indra 
d. Kudung (rompong) 
e. Lumpuh 
f. Gangguan daya pikir yang lebih 4 minggu lamanya. 
g. Keguguran atau kematian kandungan seorang perempuan. 
Unsur Kesengajaan hanya dapat dan boleh ditentukan oleh 
Hakim apakah suatu luka dibuat orang lain atau orangnya sendiri, 
seringkali dokter tidak dapat menentukannya, sedangkan rasa sakit 
adalah sesuatu yang subjektif. Oleh karena itu, pada hakekatnya 
bagi dokter tinggalah satu hal saja, yaitu menentukan secara 
objektif ada atau tidak adanya luka. 
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Hasil pemeriksaan oleh ahli atau dokter forensik terhadap 
luka berat yang dialami seseorang dapat semakin memudahkan 
bagi aparat penegak hukum bilamana dokter dalam bagian 
kesimpulan suatu visum et Repertum dapat menentukan bahwa 
perlukaan itu tergolong mislanya “penganiayaan berakibat luka 
berat” sehingga langsung dapat diketahui Pasal berapa dari KUHP 
yang harus diterapkan. 
 Perlu juga diingat bahwa mungkin dari luar tampak adanya 
suatu luka, walaupun orang itu telah mengalami suatu 
penganiayaan. Oleh karenanya perlu mencari pengganti 
(substitute) untuk rasa sakit itu dan yang dapat kita tentukan secara 
subjektif. Menurut ilmu faal, rasa sakit adalah suatu sistem alam 
yang memperingatkan seseorang, bahwa ada sesuatu yang tidak 
beres dalam tubuhnya, sedangkan dalam ilmu kedokteran rasa 
sakit dikenal sebagai suatu gejala daripada penyakit, misalnya rasa 
sakit dikepala pada tekanan darah tinggi. 
 Upaya mengikuti pembagian derajat penganiayaan dalam 
KUHP, maka dokter harus membagi penyakit atau luka menjadi : 
a. Penyakit atau luka ringan 
b. Penyakit atau luka biasa 
c. Penyakit atau luka berat 
d. Penyakit atau luka yang berakibat kematian 
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Pembagian ini tampaknya cukup jelas dan mudah, tapi 
nyatanya terdapat cukup banyak kejanggalan-kejanggalan. 
 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan 
Menurut KUHP penganiayaan dibedakan atas 5 macam, yaitu : 
a. Penganiayaan ringan(Pasal 352 KUHP) 
b. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) 
c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 
353 KUHP) 
d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) 
e. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu 
(Pasal 355 KUHP) 
  
a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 
Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP 
memuat 2(dua) perbuatan yang dibuat, yaitu : 
1) Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luak (rasa sakit), 
luka-luka berat atau mati (ayat (1), (2), (3) dari Pasal 351 
KUHP). 
2) Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap 
perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain 
(ayat (4) Pasal 351 KUHP). 
Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau 
luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan 
sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, 
selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan 
atau pekerjaan pencaharian,tidak dapat lagi menggunakan 
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panca indera, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, 
menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya. 
(Wirdjono Prodjodikoro, 1986 : 53) 
Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau 
mati (ayat (2), (3) Pasal 351 KUHP) harus merupakan 
perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki atau tidak sengaja 
oleh pelaku. Jika perbuatan yang mengakibatkan luka berat ini 
dikehendaki atau disengaja oleh pelaku, maka perbuatan ini 
tidak lagi merupakan perbuatan penganiayaan biasa melainkan 
sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan berat (Pasal 354 
KUHP). 
b. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
Penganiayaan berat apabila seseorang dengan sengaja 
menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. 
Perbedaan Pasal 354 dengan Pasal 351 ayat (2) adalah Pasal 
354, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja 
sedangkan Pasal 351 ayat (2), perbuatan penganiayaan 
dilakukan dengan tidak sengaja. 
Jenis penganiayaan yang diatur di dalam Pasal 358 
KUHP yaitu kejahatan penganiayaan yang timbul dalam 
penyerangan dan perkelahian. Unsur-unsur  Pasal 358 KUHP 
antara lain: 
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1) Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang. 
2) Serangan atau perkelahian tersebut menimbulkan akibat 
luka berat atau kematian orang lain. 
3) Apabila seorang peserta yang dimaksud oleh Pasal 358 
KUHP mempunyai maksud tersendiri, maka terhadap dirinya 
tidak dapat diberlakukan dengan peraturan yang 
merumuskan perbuatannya tersebut. 
c. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 
Menurut KUHP Pasal 352 ayat (1), penganiayaan ringan 
adalah “penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau 
halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan”. Pasal 352 
ayat (2) KUHP : penganiayaan ringan diancam dengan 
maksimum hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus 
rupiah, apabila tidak termaksud dalam rumusan Pasal 353 dan 
356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk 
menjalankan jabatan atau pekerjaan. 
Berdasarkan perumusan delik penganiayaan ringan, 
dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan penganiayaan 
ringan: 
1) Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu. 
2) Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau 
istri ataupun anaknya (Pasal 356 sub 1) 
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3) Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang 
melakukan kewajibannya atau berhubungan dengan 
tugasnya yang dilakukan secara sah. 
4) Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang 
membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 sub 3). 
5) Si penderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya 
ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari 
mata pencaharian. 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan 
Istilah tindak pidana atau stratbaarfeit pada dasarnya 
digunakan untuk memahami kapan suatu perbuatan dapat 
dikualifikasi sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak, 
sehingga dapat diketahui batas-batas suatu perbuatan. Secara 
doktrinal, dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan 
tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan 
pandangan dualistis. 
Pandangan Monistis adalah pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya 
merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan 
prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian 
perbuatan / tindak pidana sudah tercakup di dalam perbuatan 
yang dilarang  (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana, 
kesalahan (criminal responsibility). 
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D.Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah 
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dngan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat dihukum (Tongat,2008 : 105). 
Untuk adanya tindak pidana, menurut D.Simons (Tongat, 
2008 : 105) harus dipenuhi unsur-unsur berikut : 
a. Perbuatan manusia, baik dalam arti positif (berbuat) maupun 
perbuatan negative (tidak berbuat). 
b. Diancam dengan pidana 
c. Melawan hukum 
d. Dilakukan dengan kesalahan 
e. Oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. 
J. Baum mengemukakan bahwa perbuatan / tindak 
pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik, bersifat 
melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan 
menurut Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak 
pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan pidana. (Tongat,2008: 105). 
Pandangan atau aliran Dualisme berpandangan bahwa 
dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, sedangkan 
criminal responsibility tdak menjadi unsur tidak pidana. Untuk 
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adanya pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana 
melainkan dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggung 
jawaban pidana. 
Aliran dualistis menyatakan bahwa syarat-syarat 
pemidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan 
pertanggungjawaban memuat unsur-unsur menurut Moeljatno 
(1983 : 64) sebagai berikut: 
a. Unsur perbuatan (handling) : 
1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik 
2) Melawan hukum 
3) Tidak ada alasan pembenar 
b. Unsur Pembuat (handelende) : 
1) Kemampuan bertanggungjawab 
2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolus (sengaja 
atau opzet) dan culpa lata (kelalaian) 
3) Tidak ada alasan pemaaf. 
Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis 
penganiayaan biasa, yakni: 
1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. (ayat 1) 
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2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun. (ayat 2) 
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. (ayat 3) 
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan. (ayat 4) 
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
(ayat 5) 
Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: 
1. Adanya kesengajaan  
2. Adanya perbuatan 
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada 
tubuh, dan atau luka pada tubuh. 
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya 
Aliran dualistis tentang delik memandang bahwa untuk 
memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-
syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (feit) dan 
pembuat (dader), karena masing-masing mempunyai unsur-
unsur melawan hukum yang subjektif. 
Wirdjono Prodjodikoro (1986 : 55) mengemukakan bahwa 
dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak 
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pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, ini mudah 
dilihat pada unsur-unsur tindak pidana KUHP, yang merupakan 
daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga 
terlihat pada wujud pidana yang termuat dalam Pasal-pasal 
KUHP, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda. 
Sebagian besar dari perlukaan yang dimintakan Visum et 
Repertum tergolong dalam Penganiayaan (Mishandeling) yang 
Pasal-pasal dasarnya adalah Pasal 351 dan Pasal 352. Pasal 
355 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penganiayaan berat yang 
dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
Kodifikasi (codificatie) dalam civil law system tidak 
sekedar kumpulan peraturan dalam satu kitab sebagaimana 
‘code’ dalam suatu system berdasarkan asas-asas penting 
untuk mengoperasikan aturan-aturan di dalamnya. 
Hukum pidana memuat rumusan norma hukum yang 
berisi nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat, 
yang mengandung harapan dan cita-cita bersama, yang 
menurut Pitirim Sorokin bahwa hukum dan gejala-gejala social 
budaya lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai yang 
sedang berlaku dalam masyarakat. (Soekanto, 1988). 
Ketentuan hukum dengan demikian tidak dapat secara 
mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan social 
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yang terjadi dalam masyarakat yang biasanya dapat terjadi 
karena (salah satunya) dipengaruhi dan dikehendaki oleh aturan 
hukum. 
Estchende dalam (Wisnubroto,2005:31) yang 
mengatakan bahwa KUHP mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu : (1) 
di samping sebagai kitab undang-undang (2) juga dapat 
berfungsi sebagai ilmu hukum pidana. 
Ketentuan asas legalitas yaitu nullum crimen sine lege 
stricta dalam hukum pidana materiel menekankan agar polisi, 
jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara 
pidana, melainkan harus berdasarkan ketentuan undang-
undang khususnya KUHP. 
Ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum 
pidana subtantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum 
pidana formal) disebut hukm pidana. Hukum acara pidana 
berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), 
sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum  acara 
pidana. 
Pompe merumuskan hukum pidana substantif (materiil) 
sebagai keseluruhan hukum yang menunjukkan perbuatan 
mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana 
itu seharusnya menjelma. Sedangkan D.Simons 
merumuskannya sebagai petunjuk dan uraian tentang delik, 
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peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu 
perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan 
aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan 
bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. 
Khusus untuk hukum pidana formal (hukum acara 
pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-
alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan 
menjatuhkan pidana. KUHAP (dalam Pasal 1) tidak memberi 
definisi tentang hukum acara pidana, melainkan bagian-
bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, 
praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, 
penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. 
Perbuatan manusia ialah perbuatan yang dilarang, diatur 
dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang bagi setiap 
pelanggarnya. Oleh karena itu yang dianggap sebagai subjek 
dalam strafbaar feit adalah manusia yaitu : 
a. Cara merumuskan strafbaar feit yaitu dengan barang siapa, 
barang siapa hanyalah manusia. 
b. Hukuman yang dijatuhkan pada Pasal 10 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP). 
1) Pidana Mati 
2) Pidana Penjara 
3) Pidana Kurungan 
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4) Denda 
5) Pidana Tutupan 
6) Pidana Tambahan 
a) Pencabutan beberapa hak tertentu 
b) Perampasan bebeapa barang tertentu 
c) Pengumuman putusan hakim 
Hukum pidana yang berlaku sekarang ini didasarkan 
pada kesalahan orang juga disebut Schuldstrafrecht (Schuld = 
kesalahan), dan yang dapat dianggap membuat kesalahan 
hanyalah manusia berupa kesalahan individual. Masih adanya 
perbedaan pendapat para sarjana hukum tentang istilah 
strafbaar feit, sehingga masih ditemukan perbedaan rumusan, 
ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, 
delik ataupun patut atau bernilai untuk pidana. 
Van Hamel menggunakan istilah strafivaardig (patut atau 
bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (en 
aan schuld te witjen). Menurut pendapatnya bahwa pembuatlah 
yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, peristiwa yang 
dimaksud meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang 
dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-
undang, dapat disimpulkan peristiwa yang dimaksud, bukan 
peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan (Tongat, 2008: 
103). 
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“Meliputi perbuatan-perbuatan ditentukan oleh hukum pidana 
terrm : (asas legalitas) yang dapat memungkinkan dan 
disejajarkan dengan tetbestand dalam hukum pidana Jerman, 
melawan hukum; bernilai atau patut dipidana yang 
memungkinkan sejajar dengan subsocialiteit ata het subsociale 
ajaran sifat melawan hukum yang materiil yang akan diuraikan 
berikut, yaitu : kesengajaan, kealpaan (kelalaian) dan 
kemampuan bertanggung jawab”. 
 
Moeljatno (1987: 54) menggunakan istilah perbuatan 
pidana dan merumuskan perbuatan pidana sebagai berikut: 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 
diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa 
larangan dijatuhkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan 
atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang 
ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian itu”. 
 
Moeljatno (1987: 58) berpendapat bahwa pada 
hakikatnya tiap-tiap perbuatan harus terdiri terhadap unsur-
unsur lahir, dan oleh karena itu perbuatan yang mengandung 
kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu 
kejadian dalam alam lahir. 
Setelah mengetahui delik, maka perlu pula dikemukakan 
unsur-unsur delik pada umumnya menurut Moeljatno (1987: 63) 
adalah: 
a. Kelakuan dan akibat perbuatan 
b. Hak ikhwal atau keadaan 
c. Keadaan yang memberatkan pidana 
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d. Unsur melawan hukum yang objektif 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif 
Satochid Kartanegara dalam (Moeljatno, 1987: 84) 
menjelaskan delik dipandang dari sudut unsur-unsurnya : 
a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat diluar manusia 
1) Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan misalnya 
sumpah palsu Pasal 243, memalsukan surat (pemalsuan) 
Pasal 263, suatu tindak tanduk jadi suatu tindakan. 
2) Suatu akibat tertentu (een bepaaldgevolg). 
3) Keadaan (omstan digheid) 
b. Unsur subjektif dari perbuatan 
1) Dapat dipertanggung jawabkan (forekening strafbaarfeit) 
2) Kesalahan (schuld) 
Tresna (Rusli Effendy, 1986: 53) mengatakan bahwa: 
“Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang 
atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan 
mana diadakan tindakan pemidanaan”. 
 
Pendapat Tresna yang dikutip Rusli Effendy tersebut 
ternyata juga menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai 
terjemahan strafbaarfeit ke dalam Bahasa Indonesia. Berkaitan 
dengan pendapat Tresna tersebut maka Rusli Effendy (1986: 
250) mengatakan : 
“Suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat 
dikenakan pidana oleh hukum pidana, sebabnya saya memakai 
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kata hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis da 
nada hukum pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat)”. 
 
Menurut D. Simons bahwa Strafbaar feit (terjemahan 
harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang 
berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. Kesalahan mana yang dimaksud Simons 
ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) 
dan culpa lata atau lalai. 
Apabila diperhatikan istilah yang dipergunakan para ahli 
hukum diatas memang berbeda beda hal mana tentu 
dipengaruhi oleh pandangan masing-masing, dalam arti hukum 
yang berpandang aliran monistis tentang delik menyatukan 
unsur-unsur perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban 
pidana. Aliran ini berpendapat bahwa jika ada delik disitu ada 
orang yang harus dipidana sehingga unsur-unsur delik menurut 
aliran monistis adalah: 
1. Mencocoki rumusan delik 
2. Ada sifat melawan hukum 
3. Ada kesalahan dari dolus dan culpa 
4. Perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan. 
Dari uraian pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 
ahli hukum yang berpandangan monistis menganggap jika salah 
satu unsur delik tidak ada, maka tidak ada orang yang harus 
dipidana atau dengan kata lain tidak ada delik terjadi. 
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Selanjutnya ahli hukum yang menganut aliran dualistis melihat 
syarat pemidanaan mulai disistemasi yaitu tidak semua unsur 
dimasukkan ke dalam perbuatan tetapi dipisahkan menjadi dua 
kelompok yakni kelompok perbuatan dan kolompok pembuat 
atau pertanggungjawaban pembuat. Syarat-syarat pemidanaan 
yang masuk ke dalam kelompok perbuatan yaitu mencocoki 
rumusan delik, melawan hukum. Unsur-unsur pembuat adalah 
kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. 
Aliran dualistis atau dikenal pula dengan aliran modern 
beranggapan bahwa tidak selamanya orang yang melanggar 
aturan pidana dapat dipidana tetapi harus diperhatikan lebih 
dahulu keadaan orang tersebut, misalnya jika seseorang yang 
melanggar aturan pidana adalah orang yang menderita penyakit 
jiwa atau orang yang kurang sempurna jiwanya maka orang 
tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya 
dan karena itu tidak dapat dipidana. 
Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana 
atau perbuatan seseorang yang dapat dipidana terlebih dahulu 
sudah diatur dalam KUHP, jadi perbuatan melawan hukum yang 
dilanggar pembuat dan tidak diancam undang-undang bukan 
merupakan delik karena delik tidak akan ada jika ketentuan 
undang-undang tidak mengatur lebih dahulu. 
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D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pengertian Putusan 
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan 
aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim 
berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang 
statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya. 
Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum 
formil tidak diperkenankan main hakim sendiri. 
Dalam BAB I Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa 
putusnya pengadilan sebagai : 
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam 
Undang-undang ini”. 
 
2. Jenis-jenis putusan Hakim 
Dengan melalui perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
hakim/pengadilan dapat diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu: 
a. Putusan yang bukan putusan akhir 
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada 
ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni 
dalam hal setelah pelimpahan perkara apabila terdakwa dan 
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atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi 
terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. 
Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir 
dapat berupa: 
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena 
merupakan kewenangan pengadilan negeri lain 
sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. 
2) Putusan yang menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut 
umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan 
Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, dan dinyatakan batal 
demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 
156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara 
tersebut telah kadaluarsa, materi perkara merupakan materi 
hukum perdata dan sebagainya. 
b. Putusan Akhir 
Putusan akhir ini dalam praktik lazim disebut dengan 
istilah “eind vonis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat 
materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim 
memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara 
selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa: 
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1) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) 
Putusan bebas menrut rumpun hukum Eropa 
Continental lazim disebut dengan putusan “vrijspraak”. 
Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP dalam 
Pasal 191 ayat 1 yaitu: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. 
 
Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang 
dimaksud denga “perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan” adalah tidak 
cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 
dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum 
pidana ini. 
2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
(Pasal 191 ayat (2) KUHAP) 
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan 
hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP 
yaitu: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa 
diputus lepas dari segala tuntutan hukum” 
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Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh 
secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP 
terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika : 
a) Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti sah dan meyakinkan 
menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah 
merupakan tindak pidana. 
b) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
c) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah 
jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
3) Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh 
ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tidnak pidana yang didakwakan kepadanya 
maka, pengadilan menjatuhkan pidana” 
 
Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan 
pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di 
persidangan majelis hakim berpendapat : 
a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa 
penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan. 
b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup 
tindak pidana atau pelanggaran. 
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c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di 
persidangan (Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP. 
3. Pertimbangan Hakim 
a. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap didalam 
persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang 
bersifat yurudis diantaranya : 
a) Dakwaan Jaksa penuntut umum 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan 
(Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas 
terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu 
yang dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang 
dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan 
dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan 
yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun 
subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila 
seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan 
saja. 
Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut 
umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana 
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yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang 
menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek 
dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan 
subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif 
disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni 
tersusun atas primair atau subsidair. 
Dari putusan pengadilan yang diteliti, menyebutkan 
bahwa dakwaan penuntut umum sebagai bahan 
pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. 
b) Keterangan saksi 
Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang 
diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan 
itu mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar 
sendiri, dia lihat sndiri, dan alami sendiri, harus 
disampaikan dalam sidang pengadilan dengan 
mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang 
disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan 
hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari 
kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti 
yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara 
pidana disebut dengan istilah testimonium de auditu. 
Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi 
dipersidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat 
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jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi 
pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sendiri 
mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, 
yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa 
apakah dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa 
pidana yang dia dengar dia lihat dan dia alami sendiri. 
Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa 
pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia 
alami sendiri maka sebaiknya hakim membatalkan status 
kesaksian dan keterangannya tidak perlu lagi didengar 
untuk menghindarkan kesaksian de auditu.  
Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan 
utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam 
putusannya. Dari putusan hakim yang diteliti oleh penulis 
semuanya mempertimbangkan keterangan saksi. 
c) Keterangan terdakwa 
Menurut Pasal 184 butir (e) , keterangan terdakwa 
digolongan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa 
adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang  tentang 
perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri 
atau yang dia alami sendiri. Dalam praktek keterangan 
terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan 
dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan 
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terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang 
disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga 
merupakan jawaban atas pertanyan baik yang diajukan 
oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. 
Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang 
berupa penolakan dan keterangan yang berupa 
pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. 
Denga demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan 
dalam bentuk penolakan atau penyangkalan 
sebagaimana sering dijumpai dalam praktik persidangan, 
boleh juga dinilai sebagai alat bukti. 
Keterangan terdakwa merupakan bahan pertimbangan 
hakim dalam membuat putusan. Dari putusan yang diteliti 
semuanya mempertimbangkan keterangan terdakwa. 
d) Barang bukti  
Pengertian barang bukti yang dibicarakan disini adalah 
semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang 
diajukan oleh penuntut umum dipersidangan yang 
meliputi : 
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 
seluruh atau segaian diduga atau diperoleh dari tindak 
pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. 
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b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan 
tindak pidana. 
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana. 
d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan untuk 
melakukan tindak pidana 
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung 
dengan tindak pidana. 
Barang- barang bukti yang dimaksud di atas tidak 
termaksud dalam alat bukti, karena menurut KUHAP 
menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan 
sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan 
barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang 
kemudian mengajukan kepada hakim dalam 
pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada 
saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan 
membacakannya atau memperlihatkannya surat atau 
berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya 
minta keterangan seperlunya tentang hal itu. 
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Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada 
persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam 
menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan 
lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui 
oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti 
cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. Surat putusan pemidanaan adalah pasal 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh 
penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan. 
b. Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis) 
Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam 
menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non 
yuridis. Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar ada 
beberapa pertimbangan yang bersifat sosiologis yaitu : 
a) Akibat perbuatan terdakwa. 
b) Kondisi diri terdakwa. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dliakukan di Kota Makassar khususnya di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar. Alasan pemilihan lokasi 
penelitian, karena kasus yang penulis teliti berlokasi di wilayah Kota 
Makassar sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data 
mengenai objek penelitian. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Kepustakaan (Library research) 
Penelitian kepustakan dilakukan untuk mengumpulkan data 
sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis 
sbagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksakan dengan 
cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa, buku-
buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, 
laporan, media cetak dan perundang-undangan yang relevan 
dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field reserech) 
Penelitian lapangan dilakukan untuk mngumpulkan data 
primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, 
sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif 
dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 
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terbuka (open interview) pada pihak-pihak yang terkait, yaitu tim 
Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu: 
1. Data Primer yang diperoleh secara langsung dari responden 
melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui 
literatur atau studi kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, aturan 
perundang-undangan yang berhubungan erat dengan masalah 
yang akan diteliti. 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara 
kumulatf, dengan langkah-langkah yaitu : sebelum menganalisis data 
tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data 
sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data 
primer yang diperoleh dari wawancara. Data yang terkumpul kemudian 
dianalisis secara kumulatif, dengan menggunakan pendekatan 
normatif.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Tindak 
Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam 
Putusan Perkara Kasus No. 819/PID.B/2015/ PN Makassar. 
Yang didakwakan pada terpidana berdasarkan Pasal 351 ayat 
(2) KUHP tentang penganiayaan yang berbunyi : 
“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana paling lama lima tahun”. 
Adapun putusan pengadilan adalah sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Syarifuddin Dg Lawa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tindak Pidana 
Penganiayaan”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadapan terdakwa Syarifuddin Dg Lawa 
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu dan 2 
(dua) buah gigi 
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- 
(dua ribu rupiah). 
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1. Posisi Kasus 
Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-
saksi, keterangan tersangka, adanya barang bukti seperti termuat 
dalam surat dakwaan yang diuraikan sebagai berikut : 
a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 
22.00 Wita, didepan Gedung GOR Stadion Mattoangin Andi 
Mattalatta, jalan Cendrawasih Kota Makassar telah terjadi tindak 
pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang 
dilakukan oleh tersangka Syarifuddin Dg. Lawa terhadap korban 
Ilham Baso alias Yuyun. 
b. Bahwa ketika terdakwa yang bekerja sebagai security di 
parkiran kendaraan milik pengunjung yang sedang berolahraga 
pada saat itu korban Ilham juga mengatur parkiran, lalu saat 
terdakwa hendak mengambil uang parkiran dari pengunjung 
tiba-tiba korban mendahului terdakwa dan mengambil uang 
parkiran tersebut. 
c. Bahwa terdakwa langsung marah dan mendorong korban 
hingga terjatuh dan duduk di tanah, lalu terdakwa dengan 
menggunakan sepatu menendang korban dengan 
menggunakan kaki kanannya dengan  mengenai bagian wajah 
persis di mulut korban sehingga mengeluarkan darah yang 
mengakibatkan 4 (empat) buah gigi depan korban copot. 
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d. Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh komandan security 
bernama Hasan yang selanjutnya memisahkan korban dan 
terdakwa, setelah itu karena korban tidak terima lalu pada hari 
Kamis tanggal 19 Maret 2015 korban melaporkan peristiwa 
tersebut ke Polsek Mariso. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Putusan Nomor 819/Pid.B/2015/PN.Makassar, 
Pengadilan Negeri Makassar telah memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara 
pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan 
sebagai berikut dalam perkara terdakwa Syarifuddin Dg. Lawa, 
tempat lahir di Jonjo Kab.Gowa, umur 39 Tahun, tanggal lahir 17 
Juli 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat 
tinggal di Jl. Pos keamannan Stadion Mattoangin, Jl. Cendrawasih 
Makassar, Agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SMP. 
1) Dakwaan Primair 
a. Bahwa ia terdakwa Syarifuddin Dg. Lawa pada sekira hari 
Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 23.00 Wita atau 
setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015 
bertempat di Gedung Olahraga Andi Mattalatta Komp. 
Stadion Mattoangin kota Makassar atau setidak-tidaknya di 
suatu tempat lain yang masih termaksuk dalam wilayah 
Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan 
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penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap 
korban Ilham Baso. 
b. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas, berwal ketika terdakwa yang bekerja sebagai security 
diparkiran kendaraan milik pengunjung yang sedang 
berolahraga dan saat itu korban Ilham juga mengatur 
parkiran, llu saat terdakwa hendak mengambil uang parkiran 
dari pengunjunng tiba-tiba korban mendahului terdakwa dan 
mengambil uang parkiran tersebut. Terdakwa langsung 
marah dan mendorong korban hingga terjatuh dan duduk di 
tanah, lalu terdakwa dengan menggunakan sepatu 
menendang korban dengan menggunakan kaki kannannya 
sehingga mengenai mulut korban dan mengeluarkan darah; 
c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Ilham Baso 
mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM et 
REPERTUM nomor : VER/62/III/2015/RUMKIT tanggal 21 
Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dr.Mauluddin M.,Sp.F., Dokter Spesialis Forensik pada 
rumah sakit Bhayangkara kota Makassar dengan kesimpulan 
hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
a) Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban hidup 
berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa. 
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b) Ditemukan satu buah luka memar kemerahan disertai 
bengkak pada pipi kiri dan empat buah gigi depan 
tanggal dapat sesuai perlukaan akibat trauma benda 
tumpul. 
c) Perlukaan tersebut dapat menyebabkan penyakit/ 
halangan untuk menjalankan pkerjaaan/ jabatan (sesuai 
untuk kualifikasi luka derajat sedang). 
d. ------Perbuatan terdakwa Syarifuddin Dg. Lawa tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 
ayat (2) KUHP.------ 
2) Dakwaan Subsidair 
a. Bahwa ia terdakwa Syarifuddin Dg. Lawa pada sekira hari 
Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 23.00 Wita atau 
setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015 
bertempat di Gedung Olahraga Andi Mattalatta Komp. 
Stadion Mattoangin kota Makassar atau setidak-tidaknya di 
suatu tempat lain yang masih termaksuk dalam wilayah 
Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan 
penganiayaan yang mengakibatkan  luka terhadap korban 
Ilham Baso. 
b. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas, berwal ketika terdakwa yang bekerja sebagai security 
diparkiran kendaraan milik pengunjung yang sedang 
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berolahraga dan saat itu korban Ilham juga mengatur 
parkiran, llu saat terdakwa hendak mengambil uang parkiran 
dari pengunjunng tiba-tiba korban mendahului terdakwa dan 
mengambil uang parkiran tersebut. Terdakwa langsung 
marah dan mendorong korban hingga terjatuh dan duduk di 
tanah, lalu terdakwa dengan menggunakan sepatu 
menendang korban dengan menggunakan kaki kannannya 
sehingga mengenai mulut korban dan mengeluarkan darah; 
c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Ilham Baso 
mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM et 
REPERTUM nomor : VER/62/III/2015/RUMKIT tanggal 21 
Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dr.Mauluddin M.,Sp.F., Dokter Spesialis Forensik pada 
rumah sakit Bhayangkara kota Makassar dengan kesimpulan 
hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
a) Telah dilakukan pemeriksaan seorang korban hidup 
berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa. 
b) Ditemukan satu buah luka memar kemerahan disertai 
bengkak pada pipi kiri dan empat buah gigi depan 
tanggal dapat sesuai perlukaan akibat trauma benda 
tumpul. 
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c) Perlukaan tersebut dapat menyebabkan penyakit/ 
halangan untuk menjalankan pkerjaaan/ jabatan (sesuai 
untuk kualifikasi luka derajat sedang). 
d. ------Perbuatan terdakwa Syarifuddin Dg. Lawa tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 
ayat (1) KUHP.------ 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor Registrasi 
Perkara: PDM- 327/Mks/Ep/2015 yang pada pokoknya meminta 
kepada Majelis Hakim untuk memutuskan: 
a. Menyatakan terdakwa Syarifuddin Dg Lawa terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 
Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam surat Dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifuddin Dg 
Lawa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
dikurangi selama terdakwa berada dalam  tahanan 
sementara; 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 
a) 1(satu) pasang sepatu; 
b) 2(dua) buah gigi. 
Dikembalikan kepada pemiliknya. 
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d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu Rupiah) apabila 
dipersalahkan dan dijatuhi pidana. 
4. Analisis Penulis 
Pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik 
yang telah diluangkan dalan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum Nomor : PDM- 327/Mks/Ep/05/2015 telah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 351 
ayat (2) tentang “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka 
berat” 
Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan 
hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam 
persidangan. 
Adapun unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana tentang Penganiayaan adalah sebagai berikut : 
a. Unsur “Barangsiapa” 
b. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka 
berat” 
Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” : 
Yang dimaksud “barangsiapa” dalam unsur ini adalah 
siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai 
subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas atau 
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kedudukan tertentu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang 
diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa 
dipersidangan bahwa terdakwa Syarifuddin Dg Lawa adalah 
orang yang dimintkan pertanggungjawaban atas tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya. 
Selama persidangan terdakwa dapat memahami dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan baik oleh 
Majelis Hakim dan Penuntut Umum, didalam diri terdakwa tidak 
diketemukan alasan pemaaf dan pembenar, dalam pemeriksaan 
di persidangan secara nyata terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani. Sehingga unsur “setiap orang” telah 
terpenuhi. 
Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan 
luka berat” 
Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan 
terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai 
berikut : 
1) Bahwa telah terjadi Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 
18 Maret 2015 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jl. 
Cendrawasih (tepatnya Gedung Olahraga Andi Matalatta 
Komp. Stadion Mattoangin kota Makassar) yang dilakukan 
oleh terdakwa Syarifuddin Dg Lawa terhadap korban Ilham 
Baso; 
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2) Bahwa awalnya dan terdakwa sama-sama sebagai tukang 
parkir di gedung tersebut, Terdakwa lalu merasa tersinggung 
dan marah karena korban menyerobot uang parkir menurut 
terdakwa adalah haknya sehinggah terdakwa langsung 
mendorong hingga korban jatuh, pada posisi jatuh, 
Terdakwa malah menendang korban sebanyak 1 (satu) kali 
menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian wajah 
persis mulut sehingga mengakibatkan 4 (empat) buah gigi 
depan korban copot. Kejadian tersebut disaksikan oleh 
komandan security bernama saksi Hasan yang selanjutnya 
memisahkan korban dan terdakwa, setelah itu karena korban 
tidak terima lalu pada hari Kamis 19 maret 2015 korban 
melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mariso; 
3) Adanya visum Et Repertum atas nama Ilham Baso Nomor : 
62/Iii/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Mauluddin M,sp.F, Dokter spesialis 
Forensik pada RS Bhayangkara Makassar. 
Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : 
a) Telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-
laki, dan berusia dewasa. 
b) Ditemukan satu buah luka memar kemerahan disertai 
bengkak pada pipi kiri, dan empat buah gigi depan tanggal 
dapat sesuai perlukaan akibat trauma benda tumpul. 
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c) Perlukaan tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan 
untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk 
kualifikasi luka derajat sedang). 
Dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan 
pasal-pasal yang dipersalahkan kepada terdakwa Syarifuddin 
Dg Lawa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan 
Nomor: 819/Pid.B/2015/PN Makassar 
1. Amar Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan dalam perkara 
terdakwa Syarifuddin Dg Lawa, lahir di jonjo Kab. Gowa, umur 39 
tahun, alamat Jl. Pos Keamanan Stadion Mattoangin Cendrawasih 
Kota Makassar, Agama Islam dan pekerjaan Security. 
Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan 
dengan perkara ini, terutama Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang 
penganiayaan, dengan ini mengadili terdakwa Syarifuddin Dg Lawa 
sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Syarifuddin Dg Lawa terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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“penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam surat Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarifuddin Dg Lawa, 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 
bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara; 
c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijtuhkan; 
d. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan; 
e. Menyatakan barang bukti berupa : 
1) 1 (satu) pasang sepatu 
2) 2 (dua) buah gigi; 
f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebasar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
2. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 21 Mei 
2015 melanggar Pasa 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan 
Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat 
dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengan keterangan saksi 
bahwa sumpah yaitu 1. Ilham Baso, 2 Hasan Basri, 3.Ir. Ikhsan 
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alias Iccang yang pokoknya sebagaimana dalam berita acara 
dipersidangan. 
Menimbang , bahwa selanjutnya terdakwa Syarifuddin Dg 
Lawa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pooknya 
sebagaimana dalam berita acara dipersidangan; 
Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi, barang bukti, 
keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-
fakta sebagai berikut: 
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana 
”Penganiayaan” 
Menimbang, bahwa berdasarkn fakta-fakta tersebut 
terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti 
yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP 
tentang Penganiayaan yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut : 
Meimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti 
bersalah dan dijatuhi pidan, maka terdakwa harus pula dihukum 
untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut 
dalam amar putusan 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
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Hal-Hal Memberatkan 
- Sifat dari perbuatan penganiayaan itu sendiri; 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan 
kehilangan 4 (empat) buah gigi; 
Hal-Hal Yang Meringankan 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak 
menyulikan jalannya persidangan; 
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; 
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, 
maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tersebut 
dinyatakan tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan 
terbukti bersalah, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dibebani 
untuk membayar ongkos perkara; 
3. Analisis Penulis  
Memperhatikan, dari hasil pemeriksaan di persidangan 
dengan didasarkan kepada keterangan saksi, saksi ahli dan 
keterangan terdakwa  sendiri dan dihubungkan dengan barang 
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bukti, terungkap terdakwa telah melakukan perbuatan ”Tindak 
Pidana Penganiayaan”. Dimana terdakwa telah melakukan 
penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban 
sehingga menyebabkan berhalangan untuk menjalankan 
pekerjaan/jabatannya. 
Mengingat terdakwa Syarifuddin Dg Lawa oleh penuntut 
Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan 
terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) 
KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan 
luka berat, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Unsur “Barangsiapa” 
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka 
berat”. 
Memperhatikan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 
hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan 
dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa, adapun hal-hal 
yang memberatkan terdakwa, yaitu: 
1) Sifat dari perbuatan penganiayaan itu sendiri 
2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan 
kehilangan 4 (empat) buah gigi 
Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu: 
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1) Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga 
tidak menyulitkan jalannya persidangan; 
2) Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan; 
3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi. 
Setelah penulis membaca dan meneliti Putusan Hakim 
Nomor 819/Pid.b/2015/PN.Mks diatas, maka penulis berpendapat 
terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sehingga 
sudah sepantasnya apabila dijatuhi pidana penjara selama 10 
bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara. 
Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam 
putusan Nomor 819/Pid.B/2015/PN. Makassar sudah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis akan 
menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil 
penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut; 
1. Penerapan hukum pidana materil etrhadap perkara tindak pidana 
penganiayaan dalam putusan Nomor 819/Pid.b/2015/PN Makassar 
dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam 
kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan 
pidana Pasal 351 ayat (2)  KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam 
surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni 
menyatakan terdakwa Syarifuddin Dg Lawa secarah sah dan 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat” dan di jatuhi hukuman selama 10 
(sepuluh) bulan. 
2. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan 
dalam surat dakwaan oleh penuntut umum seta fakta-fakta yang 
lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu 
sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih 
dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan 
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meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan 
perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa 
dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan Hukum 
Hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku. 
B. Saran  
Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap 
skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran 
sebagai berikut. 
1. Diharapkan kepada para penegak hukum  khususnya kepada 
Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan 
surat dakwaan sehingga benar-benar dapat memnggambarkan 
secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan 
terdakwa tidak lepas dari tuntutan tersebut. 
2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh 
memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan pidana, sehinggah Nampak 
konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran 
hukum Hakim tentang berat ringannya pidana. 
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Peraturan Perundang-Undangan 
Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KItab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUUHP) 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUUHAP) 
 
 
